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KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 202 /KU.01.00/SG/01/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang

Mengingat

PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Kuasa
Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas
Pemilihan ~ Umum  Provinsi Sulawesi Tenggara
berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendera! Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor
0343/Bawaslu/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan
Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi tentang Penetapan Pejabat Pembuat
Komitmen Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2022.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor €6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267):
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaarn Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

11.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negori Bagl Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawal Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 678);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam
rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 17386);

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
0001/K.BAWASLU/KU.01.00/1/2020 Tentang Penetapan
Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan
Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan
Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor
0343/K.BAWASLU/SJIKU.00.03/V1/2019 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum;

Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum  Nomor  0239/BAWASLU/SJ/HK
01.00/VIl/2020  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan
Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta
Pengawas Pemilu Ad Hoc.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM  KABUPATEN/KOTA TAHUN
ANGGARAN 2022; '

Menetapkan Pegawai Sipil Negeri yang namanya tercantum
dalam lajur 2 menjadi jabatan pada lajur 3 lampiran
Keputusan ini dan kepadanya dapat diberikan honorarium
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATY
bertugas :

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana
penarikan dana berdasarkan DIPA,;

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

c. membuat, menandatangani dan  melaksanakan

perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

melaksanakan kegiatan swakelola:

e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/

kontrak yang dilakukannya;

mengendalikan pelaksanaan perjanjian/konérak;

g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak
tagih kepada negara;

h. membuat dan menandatangani SPP;

i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada
KPA;

j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan
kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

a.

—h
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k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan; dan

I. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang
berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA :  Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan

keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun

Anggaran 2022,

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : Kendari
Pada tanggal : ezJanuari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

RAPIUDDIN
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DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 1001 IKU.01.00/SG/01/2022
TANGGAL : ¢Z JANUARI 2022
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA TAHUN
ANGGARAN 2022
BAWASLU | KET
NO. NAMA / NIP JABATAN KAB. IKOTA
1. RUSDY ASHAR, S.STP., M.Si. Pejabat Pembuat Baubau -
NIP.198407302003121002 Komitmen
2. | MUH. ARIS DAUD, SE Pejabat Pembuat Wakatobi -
NIP. 19740622 2006041015 Komitmen
3. | RENI SUSILAWATI, SE.M.M. Pejabat Pembuat Konawe -
NIP. 198605282010012005 Komitmen Selatan
4. | IRWAN, 5.Sos. M.Si. Pejabat Pembuat | Kolaka Utara -
NIP. 19720110 200801 1 006 Komitmen
5. | SURIT SUTRAZAF, ST., M.PW. | Pejabat Pembuat Bombana -
NIP.197404192005021001 Komitmen
6. | MURNIATI MUHTAR, S.Pi. MM | Pejabat Pembuat Kendari -
NIP. 19760604 200803 2 001 Komitmen
7. LA ODE MUH. SUHARJONO, Pejabat Pembuat | Buton Selatan -
S.Pd. M.Si. Komitmen
NIP. 198012172003121007
8. | SENIAWATY M., SH, M.AP. Pejabat Pembuat Buton Utara -
NIP. 187412302007012017 Komitmen
9. | LA ODE NUR ADIWIJAYA, S.Sos. | Pejabat Pembuat Buton -
M.Si Komitmen
NIP.197312102007011019
10. | MOCH. SYACHRUL, SH.MM. Pejabat Pembuat Konawe -
NIP. 198403212010011016 Komitmen Kepulauan
11. | ISOBAR LOTUNANI, S.Sos. Pejabat Pembuat | Konawe Utara -
NIP. 19711208 2008011010 Komitmen
12. | ALIMIN, S.Pd. Pejabat Pembuat | Buton Tengah -
NIP. 197904272006041009 Komitmen
13. | ASTUTV SALAM, S.E. MM Pejabat Pembuat Konawe -
NIP. 196912042005022002 Komitmen
14. | Hj. ASNI SALAM, S.Sos. Pejabat Pembuat Muna Barat -
NIP. 196704181994022002 Komitmen
15. | YULIE SULIYANTI, S.Pi Pejabat Pembuat Kolaka -
NIP. 197205072007012020 Komitmen
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16.

MUAILAH, SP. M.Si.
NIP. 197605022000122003

Pejabat Pembuat
Komitmen

Kolaka Timur

|7 4

HARMIN, SP. MM.
NIP. 197801162011011005

Pejabat Pembuat
Komitmen

Muna
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